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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

RESUME 

  HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA IUPHHK-HA PT KARYA JAYA PARAKAWAN 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Tim Audit : 1. Ir. Indra Komara (LA merangkap Auditor bid. Produksi); 
2. Ir. Harijadi (Auditor bid. Prasyarat) 
3. Ir. Mathen Edy (Auditor bid. Ekologi) 

4. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial); dan 
5. Ir. Suhardi (Auditor bid. VLK Hutan) 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Karya Jaya Parakawan 

b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 

c. Luas : 19.440 Hektar 

d. Alamat Lokasi  : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara 

e. Alamat Kantor : Jl Mulawarman Gg Damai No. 33 RT 16 Kel. 

Karanganyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan 

f. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id   

g. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Chintya Fransisca 

Komisaris 1 : Dhany Sofyan 

Komisaris 2 : Ros Arun 

Agus Rawi : Direktur Utama 

Direktur Keuangan : Subur Mulia, SE 

h. Management Representatif : Memed Muhidin 
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3. RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

15 Maret 2017 

 

Tanjung Selor, 

16 Maret 2017 

a. Dengan BPHP Wil. XI Samarinda, 

diterima oleh Bpk. Teguh Handoko, 

Jabatan KSBTU, dibuat BAP Pertemuan. 

b. Dengan Dinas Kehutanan Prov. 

Kalimantan Utara diterima oleh Bpk Obed 

Daniel, Jabatan Kabid Perencanaan, 

dibuat BAP Pertemuan 

Pertemuan Pembukaan 16 Maret 2017 

Kantor Pusat  

PT. Karya Jaya 

Parakawan di 

Tarakan 

Tim Audit menyapaikan dan memberian 

penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Sasaran dan ruang lingkup sertifikasi 

awal, termasuk penjelasan tentang tahap 

dan kegiatan audit lapangan beserta 

metodologinya, standar acuan yang 

digunakan dan pengenalan Tim Audit. 

b. Menyampaikan aturan penilaian kinerja 

PHPL termasuk ketentuan tentang 

kerahasiaan dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 

Pembukaan. 

Konsultasi Publik  Base Camp  

PT Karya Jaya 
Parakawan, 

17 Maret 2017 

Tempat :  
Base Camp PT Karya Jaya Parakawan 

Hari / Tanggal : Jum’at, 17 Maret 2017  
Peserta :  
Ketua BPK, Ketua RT, Tokoh Masyarakat.  

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

17 - 19 Maret 2017 

Base Camp PT KJP 

dan 

Lokasi Areal Kerja 

a. Mengumpulkan bukti audit berupa  
dokumen, pernyataan dan data 
lapangan yang terkait dan dapat 
diverifikasi. 

b. Melakukan evaluasi atas data, dokumen 
dan hasil pemeriksaan lapangan 
berdasarkan norma penilaian sesuai 
Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL 
No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 
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Pertemuan Penutupan 20 Maret 2017 

Kantor Pusat  
PT. Karya Jaya 
Parakawan di 

Tarakan 
 

Tim Audit menyampaikan hasil audit yang 
mencakup :  
a. Kesimpulan audit beserta catatan 

ketidaksesuaian (LKS). 
b. Mengkonfirmasikan persetujuan Auditee 

atas kesimpullan audit dan kesanggupan 
pemenuhan tindakan perbaikan sesuai 
LKS yang diterbitkan. 

c. Menandatangani BA Pertemuan 
Penutupan. 
 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

Tanjung Selor, 

21 Maret 2017 

 

 

Samarinda, 

22 Maret 2017 

a. Dengan Dinas Kehutanan Prov. 

Kalimantan Utara diterima oleh Bpk Obed 

Daniel, Jabatan Kabid Perencanaan, 

dibuat BAP Pertemuan 

b. Dengan BPHP Wil. XI Samarinda, 

diterima oleh Bpk. M. Zein, Kasi PEPHP 

dibuat BAP Pertemuan. 

Pengambilan Keputusan Samarinda, 

11 – 12 April 2017 

a. IUPHHK-HA PT KARYA JAYA 

PARAKAWAN dinilai memenuhi 

kriteria/persyaratan standar PHPL dan 

standar verifikasi legalitas kayu (VLK) 

pada Pemegang IUPHHK-HA 

berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. 

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/ 

SET/4/2016. 

b. PT KARYA JAYA PARAKAWAN 

dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL 

dengan predikat SEDANG sehingga 

dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI 
 

A. KRITERIA  :   PRASYARAT 

1. Indikator  1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.1.1   

Ketersediaan Dokumen Legal 

dan Administrasi Tata Batas (PP,  

SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, 

Buku TBT, Peta TBT, BATB) 

 

CD Baik Tersedia dokumen Legal seperti  Akta 

Pendirian, Akta Perubahan, SIUP, NPWP, SIUP, 

TDP, SITU ,SK Pepanjangan IUPHHK-HA  PT. 

KJP Nomor :SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 

Desember 2010 dan dokumen Administrasi 

Tata Batas di lapangan sesuai dengan tingkat 

pencapaian yang belum temu gelang. 

1.1.2   

Realisasi Tata Batas dan 

Legitimasinya (BATB) 

D Sedang Terdapat bukti tindakan perbaikan atau 

pemenuhan terhadap Catatan Ketidaksesuaian 

(CKs) yang ditebitkan untuk verifier ini sebagai 

upaya auditee (PT. KJP) merealisasikan tata 

batas temu gelang, karena selama 5 (lima) 

tahun terakhir PT. KJP belum me-relisasikan 

tata batas atau sejak diberikan SK. 

Perpanjangan IUPHHK –HA  An. PT. KJP pada 

tanggal 30 Desember 2010.  

 

Realisasi tata batas areal kerja PT. KJP yaitu 

sepanjang ± 65,32 KM atau 49,62 % dari total 

panjang batas ±131,64 KM. 

Bukti tindakan perbaikan atau pemenuhan 

yang dimaksud yaitu Surat dari BPKH wilayah 

IV Samarinda Nomor : S.219/BPKH 

IV/PKH/UM/03/2017 tangal 30 Maret 2017  

tentang Tanggapan Atas Permohonan Surat 

Keterangan Pelaksanaan Tata Batas An. 

IUPHHK-HA PT. KJP yang ditujukan kepada 

Direktur Uama PT. KJP , dimana pada surat 

tersebut terdapat informasi bahwa BPKH 

Wilayah IV Samarinda akan 

mengkoordinasikan pelaksanaan penataan 

batas setelah menerima rencana penataan 

batas dan peta kerja penataan batas 

sebagaimana penjelasan Pasal 7 Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-

II/2013 pada butir 4 (2) yang sedang dalam 

proses di Pusat. 

1.1.3 

Pengakuan Para Pihak Atas 

Eksistensi Areal IUPHHK 

Kawasan Hutan (BATB) 

CD Sedang Berdasarkan hasil konsultasi publik acara 

Konsultasi Publik tanggal 17 Maret 2017 

diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir 

terdapat tidak terdapat konflik batas dengan 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

 pihak masyarakat setempat. 

Namun sesuai hasil verifikasi dokumen maka 

diketahui bahwa terdapat masalah tumpang 

tindih areal kerja antara IUPHHK-HA PT. KJP 

dengan IUPHHK-HTI PT. Adindo Hutani Lestari, 

dan masalah tersebut mengemuka saat 

Manajemen IUPHHK-HTI PT. Adindo Hutani 

Lestari pada  tanggal 14 Februari 2014 

melaporkan secara tertulis kepada pihak 

berwenang tentang Penebangan dan 

Perambahan Hutan di Areal HTI PT. Adindo 

Hutani Lestari dan pihak PT. KJP sebagai pihak 

terlapor.  

Sehingga manajemen PT. KJP harus 

melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik 

batas tersebut atau melakukan klarifikasi 

dengan pihak pihak yang berwenang secara 

terus menerus.  

Sesuai dengan penjelasan auditee (MR) bahwa 

masalah tumpang tindih tersebut sebenarnya 

sudah di selesaikan oleh Direktur Wilayah 

Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan 

Kawasan Hutan sesuai dengan Nota Dinas 

Nomor : ND.129/WP3H-3/2014 tangal 30 Mei 

2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal 

Planologi Kehutanan sebagai upaya 

penyelesaian tumpang tindih areal kerja 

IUPHHK-HA PT. KJP dengan IUPHHK-HTI PT. 

AHL sebagai berikut : 

1. Areal yang tumpang tindih menjadi bagian 

areal kerja IUPHHK-HA PT. KJP, karena 

berdasarkan tata waktu pemberian IUPHHK-

HA PT. KJP lebih dahulu dari IUPHHK-HTI 

PT. Adindo Hutani Lestari; 

2. Terdapat kekurangan sermatan Pemerintah 

dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kehutanan 

pada penyiapan Peta Areal Kerja IUPHHK-

HTI PT. Adindo Hutani Lestari, maka 

terhadap pengurangan areal kerja PT. AHL 

perlu dicari pengganti. 

Lokasi atau areal tumpang tindih tersebut 

terlihat jelas pada Peta Citra Penafsiran Citra 

Satelit PT. KJP tanggal 19 Januari 2016, 

dimana pada Blok I terdapat Tanah Terbuka 

seluas ± 1.177 Ha yang disinyalir sebagai 

akibat pembukaan lahan untuk pembangunan 

Hutan Tanaman Industri oleh PT. Adindo 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

Hutani Lestari sejak tahun 2014/2015.  

Tentang kegiatan PT. Adindo Hutani Lestari 

tersebut dikuatkan dengan informasi yang 

diperoleh dari pekerja PT. KJP yang berasal 

dari Desa Tagul dan Desa Lubakan yang 

mengetahui tentang kegiatan PT. Adindo 

Hutani Lestari di lokasi tersebut yaitu cukup 

banyak warga desa tersebut yang bekerja 

sebagai tenaga kerja penanaman di PT. Adindo 

Hutani Lestari. 

1.1.4 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan  

(apabila tidak ada perubahan 

fungsi maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable) 

N/A N/A Sesuai dengan perkembangan areal (fungsi 

kawasan) selama 5 tahun terakhir (2012 s.d. 

2016) pada areal kerja PT.KJP seluas ± 19.440 

Ha tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan 

atau tetap berfungsi sebagai Hutan Produksi 

(HP). 

1.1.5 

Penggunaan Kawasan di Luar 

Sektor Kehutanan 

(Apabila tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor 

Kehutanan maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable). 

CD Buruk Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen tidak 

terdapat laporan penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan, namun berdasarkan 

informasi bagian Perencanaan PT.KJP (Sdr. 

Hamdani) diketahui bahwa terdapat sebagian 

areal PT. KJP di Blok I yang menjadi perluasan 

wilayah Desa Tagul, Kecamatan Sembakung 

dan terhadap penggunaan kawasan hutan 

produksi di luar sektor kehutanan tersebut 

pihak PT. KJP tidak mendata dan 

melaporkannya selama 5 (lima) tahun terakhir. 

Kesimpulan Indikator  1.1 10 / 15  =  66,67 %  ( SEDANG ) 

2. Indikator  1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

1.2.1   

Keberadaan Dokumen Visi, Misi 
Dan Tujuan Perusahaan Yang 
Sesuai Dengan PHL.  

D Baik Tersedia dokumen Visi dan Misi Perusahaan 

sesuai dengan SK. Direktur Utama PT. KJP 

Nomor : 02/KJP/SK/I/2016 tanggal 12 Januari 

2016 tentang Penetapan Visi dan Misi PT. KJP 

dan kandungan Visi dan Misi yang ditetapkan 

tersebut sesuai dengan kerangka PHPL. 

1.2.2   

Sosialisasi Visi, Misi Dan Tujuan 
Perusahaan 

D Sedang Sosialisasi Visi dan Misi PT. KJP dilakukan 

pada level pemegang izin (karyawan) di 

lapangan sesuai dengan bukti pelaksanaan 

(Berita Acara). 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

Sedang untuk sosialisasi Visi dan Misi kepada 

masyarakat setempat oleh PT. KJP belum 

dilakukan, hal ini sesuai dengan hasil 

konsultasi publik yang menghadirkan wakil 

masyarakat setempat dengan tujuan menggali 

informasi (masukan) tentang kegiatan PT. KJP 

sebagai perusahaan kayu memiliki izin usaha. 

1.2.3   

Kesesuaian Visi, Misi dengan 

Implementasi PHL 

D Sedang Selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak 

ditetapkan Perubahan Visi dan Misi PT. KJP 

oleh Direktur Utama PT. KJP diketahui bahwa 

implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai 

dengan Visi dan Misi. 

Sebagian yang belum sesuai dengan Visi dan 

Misi PHL yaitu : 

1. Kepastian areal kerja belum temu gelang 

atau menjamin usaha berjalan secara lestari; 

2. SOP masih banyak yang tidak sesuai 

dengan kondisi hutan gambut yang dikelola; 

3. Terdapat perangkapan jabatan di Struktur 

Organisasi; 

4. Tim SPI belum berjalan efektif untuk 

mengontrol semua tahapan kegiatan; 

5. Perangkat SIM tidak lengkap untuk 

menunjang efektifitas bekerja di lapangan 

dan tenaga pelaksananya belum bekerja 

efektif karena baru ditetapkan; 

Kesimpulan Indikator  1.2 14 / 18 =  77,78 %  ( SEDANG ) 

3. Indikator  1.3 : Jumlah Dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang 

Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung 

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan 

Latihan 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.3.1   

Keberadaan tenaga 

profesional bidang kehutanan 

(sarjana kehutanan dan 

tenaga teknis menengah 

kehutanan) di lapangan pada 

setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

CD Baik Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan 

PT. KJP di lapangan tersedia pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, sesuai dengan luas areal 

IUPHHK-HA PT KJP ± 19.440 Ha (< 25.000 Ha) 

maka jumlah Ganis PHPL yang dimiliki sebagai 

berikut : 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

Jenis 

Ganis 

PHPL 

Ketentuan 

(< 25.000 

Ha) 

Keberada

an 

Ganis 

Nama Ganis 

PHPL 

Canhut 1 2 Juni Leo 

Saputro 

Ahmad Mansyur 

Nenhut 1 1 Arif Setiawan 

Binhut 1 1 Sabri 

Kurpet 1 1 Memed Muhidin 

PKB-R 2 2 Apendi 

Diningrat, 

Rasiman 

Total 6 7  

 

 

1.3.2   

Peningkatan Kompetensi SDM 

D Sedang Keberadaan data rencana dan realisasi pelatihan 

SDM PT. KJP dari tahun 2012 - 2017 yang menjadi 

acuan penilaian verifier ini merupakan upaya 

auditee dalam melakukan tindakan perbaikan untuk 

pemenuhan Catatan Ketidaksesuain terhadap 

verifier 1.3.2. 

Sesuai dengan data rencana dan realisasi pelatihan 

SDM PT. KJP tersebut diketahui bahwa selama 5 

(lima) tahun terakhir manajemen PT. KJP telah me-

relaisasikan pelatihan kompetensi SDM > 70 % dari 

kebutuhan, namun bukti kepesertaan pelatihan 

SDM yang tersedia dan terverifikasi hanya sebagian 

dari realisasi pelatihan SDM yang disampaikan 

kepada auditor. 

1.3.3   

Ketersediaan Dokumen 

Ketenagakerjaan 

D Sedang Dokumen ketanagakerjaan yang tersedia di bagian 

HRD dan Umum PT. KJP  Base Camp Labion 

namun tidak lengkap, karena hampir sebagian 

besar data dan dokumen ketanagakerjaan berada 

di Kantor PT. KJP di Tarakan. 

Kesimpulan Indikator  1.3 11 / 15  =  73,33 %  ( SEDANG ) 

4. Indikator  1.4 : Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.4.1   

Kelengkapan Unit Kerja 

Perusahaan Dalam Kerangka 

D Sedang Terdapat Struktur Organisasi dan Job Discription 
PT. KJP setiap jabatan sesuai dengan dokumen 
SK. Direktur Utama PT. KJP Nomor : 
01/KJP/SK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

PHPL. disampaikan sebagai dokumen pemenuhan atau 
tindakan perbaikan terhadap Catatan 
Ketidaksesuaian dari verifier ini, namun hasil 
verifikasi jabatan di SO dan Job Disc diketahui 
bahwa masih terdapat perangkapan jabatan 
sehingga hanya sebagian yang sesuai dengan 
kerangka PHPL. 

1.4.2   

Keberadaan Perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

Tenaga Pelaksana 

D Sedang Keberadaan perangkat SIM dan tenaga 
pelaksananya tersedia di PT. KJP sesuai dengan 
SK. Direktur Utama PT. KJP Nomor : 
02/KJP/SK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang 
menjadi dokumen pemenuhan atau tindakan 
perbaikan atas Catatan Ketidaksesuaian verifier 
ini. Keberadaan perangkat maupun tenaga 
pelaksana yang ditetapkan oleh Direksi PT. KJP 
tersebut belum efektif dalam pengelolaan data 
atau dokumen perusahaan dalam rangka 
Sertfikasi Kinerja PHPL. 

1.4.3   

Keberadaan SPI / Internal 

auditor dan Efektifitasnya 

D Sedang Keberadaan Organisasi SPI/Internal auditordi PT. 
KJP berada dibawah Direktur Utama dan 
ditetapkan sesuai  SK. Direktur Utama PT. KJP 
Nomor : 03/KJP/SK/I/2016 tanggal 20 Januari 
2016 (sebagai dokumen pemenuhan/tindakan 
perbaikan atas Catatan Ketidaksesuaian verifier 
1.4.3.) dan berdasarkan laporan SPI tahun 2015 
dan 2016 yang terverifikasi dihasilkan kesimpulan 
bahwa Tim SPI PT. KJP belum berjalan dengan 
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan. 

1.4.4   

Keterlaksanaan tindak koreksi 

dan pencegahan manajemen 

berbasis hasil Monitoring dan 

Evaluasi 

D Sedang Selama 5 tahun terakhir hanya terdapat 2 laporan 

SPI (tahun 2015 dan 2016) yang menjadi  bahan 

evaluasi kegiatan di lapangan dan sesuai dengan 

isi laporan SPI maka dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi kegiatan yang tertuang di laporan SPI 

hanya sebagian saja yang menjadi keterlaksanaan 

tindak koreksi berbasis monitoring dan evaluasi 

Kesimpulan Indikator  1.4 16 / 24 =  66,67 % ( SEDANG ) 

5. Indikator  1.5 : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA) 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.5.1   

Persetujuan Rencana 

Penebangan Melalui 

Peningkatan Pemahaman, 

Keterlibatan, Pencatatan Proses 

dan Diseminasi isi 

CD Baik Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat sekitar hutan 

atau areal kerja PT. KJP  atas dasar informasi awal 

telah mendapat persetujuan oleh masyarakat yang 

terkena dampak, sesuai dengan bukti dokumen 

Berita Acara Rapat Persetujuan RKTUPHHK-HA 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

Kandungannya. tahun 2012; 2013; 2015 dan 2016. 

1.5.2   

Persetujuan Dalam Proses Tata 

Batas 

D Sedang Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari 

sebagian para pihak (minimal 50 %), karena 

terdapat pihak lain yang belum setuju perihal 

batas areal kerja IUPHHK-HA PT. KJP yaitu 

IUPHHK-HTI PT. Adindo Hutani Lestari yang 

arealnya tumpang tindih dengan areal kerja 

IUPHHK-HA PT. KJP di Blok I seluas ± 4.545 Ha. 

1.5.3   

Persetujuan Dalam Proses dan 

Pelaksanaan CSR/CD 

D Baik Berdasarkan hasil konsultasi publik tanggal 17 

Maret 2017 diketahui bahwa masyarakat setempat 

yang berasal dari 6 Desa sekitar areal kerja KJP 

selalu mendapat mendapat bantuan dari PT. KJP, 

hal ini sesuai bukti realisasi bantuan yang 

diberikan oleh PT. KJP kepada 6 Desa Binaan 

(para pihak) yaitu : 

1. Desa Lobakan, Desa Atap, Desa Tagul, Desa 

Plaju, dan Desa Tepian termasuk wilayah 

Kecamatan Sembakung; dan 

2. Desa Pembeliangan termasuk wilayah 

Kecamatan Sebuku 

1.5.4   

Persetujuan Dalam Proses 

Penetapan Kawasan Lindung 

D Sedang Terdapat  persetujuan dalam proses penetapan 

kawasan lindung dari para pihak sesuai dengan 

dokumen Berita Acara Rapat Persetujuan 

Kawasan Lindung yang dihadiri oleh Kades dari 5 

(lima) Desa yaitu Desa Pembeliangan, Desa Atap, 

Desa Lubakan, Desa Tagul, dan Desa Tepian, 

serta perwakilannya sesuai dengan dokumen 

Berita Acara Rapat Persetujuan yang disampaikan 

untuk tindakan perbaikan atas Catatan 

Ketidaksesuaian yang diterbitkan atas verifier ini. 

Hasil verifikasi Berita Acara Rapat Persetujuan 

diatas diketahui bahwa masih ada 1 (satu) Desa 

yang tidak tercantum yaitu Desa Plaju. Sehingga 

dapat disimpulkan hanya sebagian para pihak 

yang setuju dalam proses penetapan kawasan 

lindung. 

Kesimpulan Indikator  1.5 17 / 21 =  80,95 %  ( BAIK ) 
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B. KRITERIA  :   PRODUKSI 

6. Indikator  2.1 : Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan 

Hutan Lestari  

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang telah 

Disetujui oleh   Pejabat yang 

Berwenang 

D Baik Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2013 – 2022 PT Karya Jaya 

Parakawan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan 

melalui surat nomor :  SK.38/BUHA-2/2013 

tanggal 26 Agustus 2013 .dan tidak dikenai 

peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

D Sedang Berdasarkan peta kerja dapat terlihat adanya 

kesesuaian tata letak antara rencana jangka 

pendek dengan jangka panjang untuk alokasi blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2013, 2014, 2015, dan 

2017, kecuali pada RKTUPHHK-HA tahun 2016 

terjadi pergeseran menggunakan alokasi blok 

tahun 2018 pada RKUPHHK-HA. 

 

Pergeseran lokasi blok IV (2016) menjadi blok VI 

(2018) terjadi karena lokasi tersebut terdapat 

overlapping dengan areal PT. Adindo Hutani 

Lestari yang mengklaim areal tersebut masuk 

dalam wilayah kerjanya sesuai dengan TBT 1339 / 

1999 Peta Hasil Penataan Batas Sendiri dan 

Persekutuan Areal Kerja HPHTI / HPH PT. Adindo 

Hutani Lestari ; PT. Karya Jaya Parakawan ; PT. 

Inhutani I, skala 1 : 25.000) 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

D Sedang Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian 

yang terlihat dengan jelas di lapangan.  Tanda 

batas yang masih terlihat adalah pada blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017, sementara 

untuk blok 2012-2015 tidak dapat terlihat karena 

areal bermasalah dengan PT. Adindo Hutani 

Lestari. 

Kesimpulan Indikator  2.1  14 / 18  =  77,78 %  ( SEDANG ) 

7. Indikator  2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan 

Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

D Baik Berdasarkan data potensi 5 (lima) tahun terakhir 

didapatkan data potensi 30 cm Up jenis komersial 

untuk tahun blok RKTUPHHK-HA 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, dan 2017 dengan 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

ITSP, Risalah Hutan) menggunakan system silvikultur TPTI pada Lahan 

Gambut masing-masing adalah sebesar 73,15 

m3/ha, 65,12 m3/ha, 97,57 m3/ha, 71,73 m3/ha, 

73,63 m3/ha, dan 64,80 m3/ha. 

Berdasarkan data di atas PT. Karya Jaya 

Parakawan telah memiliki data potensi tegakan 

berdasarkan IHMB dan hasil ITSP selama 5 (lima) 

tahun terakhir, dengan dilengkapi dengan 

dokumen LHC, RLHC dan Peta Sebaran Pohon 

yang meliputi jalur cruising dan kontur skala 1 : 

2.000. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan (pada blok 

RKTUPHHK-HA 2017 ditemukan barcode warna 

kuning dan label merah pada pohon dapat 

ditebang, sementra pohon tidak ditebang diberi 

label warna kuning.  Jalur crusing ditemukan pada 

pohon kecil dicoak dan diberi cat strip 1 warna 

kuning dan dengan membuat ajir diberi label 

merah (ukuran 2x5 cm) dan ditulis no jalur. 

 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

CD Buruk Terdapat dokumen hasil pengukuran PUP yang 

dilakukan pada bulan November 2016 berupa 

buku “ Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran 

Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan” 

Risalah Seri PUP Nomor 1.   

Area RKUPHHK-HA ke I (tahun 2013 s/d 2022), 

merupakan tebangan tahun ke IV, dengan Nomor 

Petak AN-2.  PUP dibuat pada bulan November 

2016 dengan luas 100 Ha, terletak pada koordinat  

117º 25’ 16” - 117º 25’ 49” BT dan 03º 48’ 41” - 

03º 49’ 14” LU. 

Tidak terdapat Laporan analisis pertumbuhan riap 

tegakan.. 

Terdapat SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen 

Nomor : OPS-1/KJP/03/03/16 Revisi 01 No. Ref : 

OPS/KJP/037 yang dibuat pada tanggal 03 Maret 

2016.. 

 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi Kemam-

puan Pertumbuhan Tegakan 

CD Buruk Tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis 

data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 

tahun terakhir atau selama waktu penilaian dan 

menyampaikan laporan. 

Kesimpulan Indikator  2.2 8 / 12 =  66,67 %  ( SEDANG ) 
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8. Indikator  2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk 

Menjamin Regenerasi Hutan 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D Sedang Berdasarkan SOP yang ada dan terkait dengan 

tahapan sistem silvikultur yang diterapkan oleh 

PT. Karya Jaya Parakawan yaitu TPTI pada 

gambut sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 

yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan, 

bahwa SOP-SOP tersebut masih bersifat umum 

dan lebih cenderung kepada sistem silvikultur 

TPTI pada dataran / mineral.   

Berdasarkan uraian diatas bahwa PT. Karya Jaya 

Parakawan sudah memiliki SOP seluruh tahapan 

kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan 

lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh Ta-

hapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D Sedang 1. Penataan areal kerja (PAK) :   Implementasi 

lapangan yang telah dilakukan untuk kegiatan 

penataan areal kerja adalah berupa 

pembuatan batas Blok RKTUPHHK-HA dengan 

membuat Titik Ikat, dan rintisan batas blok 

arah utara-selatan dan timur-barat (bentuk blok 

square) dengan lebar 2 meter, sepanjang 

rintisan dibuat pal hm setiap 100 meter 

dengan memasang plat seng ditulis nomor  0 -

10, selain itu juga dibuat polet strip 2 warna 

merah miring. Sementara untuk batas antar 

blok dibuat polet strip 3 warna merah. 

Implementasi pembuatan batas petak di 

lapangan untuk batas antar 2 petak dibuat 

plang ukuran 20x30 cm berupa papan meranti 

warna dasar putih dengan tulisan hitam, 

contoh : Batas Petak  AM.2 I AN.2.  Untuk 

batas 4 jalur petak (perempatan) dibuat patok 

ukuran 10x10 cm warna dasar putih dengan 

tulisan warna merah dan tulisan nomor petak 

pada ke-empat sisi. 

Terdapat Papan RKTUPHHK-HA tahun 2017 

jenis meranti dengan warna dasar putih tulisan 

hitam, ukuran plang 80x60 cm.  Plang 

RKTUPHHK-HA 2016 tidak ditemukan di 

lapangan 

2. ITSP : Implementasi kegiatan cruisng 

dilapangan ditemukan tanda jalur petak ukur 

berupa label ukuran 2x5 cm warna merah dan 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

jalur rintisan berupa car kuning 1 strip tegak 

pada pohon kecil dicoak. 

Selain itu terdapat pohon-pohon yang diberi 

barcode warna kuning dan label merah untuk 

pohon yang ditebang (diameter 30 cm Up), 

serta pohon di label kuning untuk pohon yang 

ditinggal (diameter 20-29 cm).  Terdapat peta 

sebaran pohon yang memuat posisi sebaran 

pohon dan jalur cruising, skala 1 : 2.000 

3. Pembukaan Wilayah Hutan :  Sesuai dengan 

kondisi ekosistemnya, implementasi 

pembukaan wailayah hutan berupa jalan rel.  

Dilapangan ditemukan ada 2 (dua) klasifikasi 

jalan yaitu jalan rel utama dan jalan cabang.  

Susunan bantalan kayu dan tumpukan 

mengkuti laveling / datar sehingga sedemikian 

rupa tidak bergelombang.  Lebar badan jalan 

angkutan dibuat ± 2 meter dengan lebar 

tebangan matahari adalah 10 meter kiri dan 

kanan jalan rel. 

Jalan sarad dibuat dengan lebar seminimal 

mungkin ± 3,2 meter dengan arah lurus dan 

maksimal panjang jalan sarad 500 meter. 

4. Pemanenan : Terdapat kegiatan pemanenan 

berupa: penebangan terhadap pohon-pohon 

yang telah diberikan barcode dengan 

meninggalkan tunggak serendah mungkin. 

Kegiatan penyaradan menggunakan excavator 

kecil PC 130 yang sudah dilengkapi gravel 

khusus dan rantai di bagian belakang untuk 

mengikat kayu untuk ditarik.  Tidak 

direkomendasi mengangkat kayu (sarad) 

dengan bagian gravel depan (posisi kayu 

melintang) karena akan membuat kerusakan 

jalan sarad semakin lebar.   Penumpukan di 

TPn dipinggir jalan rel, terdapat jumlah unit 

sarad dan muat sebanyak 5 unit. 

Pengangkutan menggunakan lori dengan 

setiap set terdiri dari 12 tumpukan kayu, setiap 

tumpukan rata-rata terdiri dari 3 batang.  PT. 

Karya Jaya Parakawan memiliki 2 set lori.  

Untuk pembongaran di TPK Antara / Logpond 

terdapat 2 set excavator dengan gravel 

capitan, satu unit bongkar dari lori dan yang 

satu unit melanjutkan ke arah tumpukan 

kayu.kegiatan pemanenan belum dpat 

dilakukan karena SK RKTUPHHK-HA 2017 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

baru keluar pada tanggal 7 Maret 2017 dan 

belum adanya acara selamatan 

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan :  Realisasi penanaman yang 

terlihat di lapangan adalah penanaman 

pengayaan dan penanaman kanan kiri jalan 

angkutan.  Jarak tanam adalah 5 x 5 mter dan 

posisi paling dekat adalah 10 meter dari poros 

jalan rel, dan lebar jarak tanaman kakija adalah 

15 meter kiri dan 15 meter kanan jalan rel.  

Setelah jarak 15 meter berikutnya dilakukan 

penanaman pengayaan  dengan jarak tanan 5 

x 5 meter 

Kegiatan pemeliharaan belum dilakukan 

seperti kegiatan penyulaman. 

6. Pembebasan Pohon bInaan :  Kegiatan 

pembebasan pohon binaan telah dilakukan 

oleh PT. Karya Jaya Parakawan berupa 

pembebasan pada pohon inti dan permudaan.  

Jumlah pohon binaan ditetapkan 200 

batang/hektar, tersebar merata dengan jarak 

satu sama lain 5-9 meter. 

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  

Kegiatan perlindungan hutan berupa 

pemasangan papan himbauan dan peringatan, 

sementara kegiatan pengamanan berupa 

patroli rutin. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

D Baik Berdasarkan hasil survai tersebut diketahui 

bahwa rata-rata potensi areal bekas tebangan 

untuk tingkat pohon sebanyak 117 batang/ha.  

Sementara berdasarkan hasil cruising 3 (tiga) 

tahun terakhir pada blok RKTUPHHK-HA tahun 

2015, 2016, dan 2017 didapatkan potensi pohon 

rata-rata yang ditinggal dari jenis komersial 

(diameter 10 - 29 cm) untuk adalah sebanyak  34 

pohon/ha. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD Baik Berdasarkan hasil uji petik pada tabel dalam 

verifier 2.3.3 tersebut diatas didapatkan rata-rata 

permudaan tingkat pancang sebanyak 1.733 

batang/ha dan permudaan tingkat tiang sebanyak 

333 batang/ha.. 

Kesimpulan Indikator  2.3 17 / 21  =  80,95 %  ( BAIK ) 
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9. Indikator  2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 

Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D Sedang Terdapat SOP Nomor OPS-1/KJP/01/02/16 Revisi 

01No. Ref : OPS/KJP/010 tentang Reduced 

Impact Logging, yang memerinci pada kegiatan-

kegiatan perencanaan pemanenan, operasi 

pemanenan, pemeliharaan dan K3, serta pasca 

pemanenan kayu. 

Hasil telaah terhadap kandungan isi SOP belum 

sesuai dengan karakteristik kondisi setempat 

yaitu ekosistem gambut atau rawa.  Sampai 

dengan penilaian audit tahap II ada upaya dari 

PT. Karya Jaya Parakawan membuat revisi 

menjadi SOP Reduced Impact Logging Hutan 

Rawa (masih draft), namun isinya masih global 

belum dirinci secara detail terkait tahapan 

kegiatan Reduced Impact Logging. 

Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan 

ramahlingkungan tetapiisinya tidak sesuaidengan 

karakteristikkondisi setempat 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

 

D Sedang Berdasarkan hasil pengamatan lapangan 

terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 

yang telah dilakukan oleh PT. Karya Jaya 

Parakawan, yaitu : 

1. Penggunaan jalan rel lebih efisien 

dibandingkan dengan ongkak, dimana dengan 

lebar jalan ± 2 meter dan bahan dasar rel 

tidak ada spesifikasi khusus.  Untuk jalan 

cabang dapat memanfaatkan kayu-kayu 

cabang. 

2. Penyaradan kayu menggunakan excavator tipe 

kecil (PC 130) dengan shoe ukuran 75 (lebih 

lebar) dapat mengurangi kerusakan jalan 

sarad karena lebar jalan sarad lebih kecil (3,2 

meter) dan penarikan kayu dengan 

menggunakan rantai pada bagian belakang 

excavator juga mengurangi kerusakan pada 

tanah, serta tidak merekomedasikan 

pengangkutan kayu dari lokasi tebangan ke 

TPn dengan menggunakan gravel khusus 

(posisi kayu melintang jalan sarad) dapat 

mengurangi kerusakan tegakan sekitar jalan 

sarad. 

 

2.4.3.  D Sedang Pemanenan ramah lingkungan adalah 

pendekatan sistematis dalam 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah  

perencanaan,pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan 

dalammeminimalisis dampak yang ditimbulkan. 

Uji dilakukan pada 2 (dua) buah pohon di petak 

A0.2 Blok RKTUPHHK-HA 2017 yaitu pohon (1) 

jenis Meranti merah dengan koordinat LU = 03º 

48' 57,1" dan BT = 117º 26' 05,2" dan pohon (2) 

jenis Terentang dengan koordinat LU = 03º 48' 

56,6" dan BT = 117º 26' 04,7".  

Berdasarkan uji petik tersebut diperoleh, tingkat 

kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan 

penebangan sebesar 20,83%. 

 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD Baik Berdasarkan hasil uji petik terhadap pohon yang 

ditebang didapatkan lokasi pohon (1) jenis 

Meranti merah dengan koordinat LU = 03º 

48'57,1" dan BT = 117º 26' 05,2" dan pohon (2) 

jenis Terentang dengan koordinat LU = 03º 48' 

56,6" dan BT = 117º 26' 04,7". 

Berdasarkan hasil uji petik tersebut nilai Faktor 

Eksploitasi rata-rata adalah 0,95 

 

Kesimpulan Indikator  2.4 15 / 21 =  71,43 %  ( SEDANG ) 

 

10. Indikator  2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja 

Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal 

Kerjanya 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT.RTT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU/RKPH) dan Disahkan 

Sesuai Peraturan yang Berlaku 

(Dinas Prov, self approval) 

CD Baik Terdapat RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan, 2014 

yagn disetujui dan disahkan oleh Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Utara, dan RKTUPHHK-HA tahun, 2015, 2016 

dan 2017 yang disetujui dan disahkan oleh 

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 

 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

D Baik Terdapat peta kerja yang dibuat oleh PT. Karya 

Jaya Parakawan telah menggambarkan areal 

yang diboleh ditebang, areal yang ditetapkan 

kawasan lindung (KPPN dan Sempadan sungai) 

yang sesuai dengan peta RKTUPHHK-HA dan 

RKUPHHK-HA.  Sebagaimana dijelaskan pada 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

verifier 2.1.2 bahwa tata letak blok RKTUPHHK-

HA 2013, 2014, dan 2015 serta kawasan lindung 

sesuai dengan yang dipetakan dalam 

RKUPHHK-HA tahun 2013, kecuali blok 

RKTUPHHK-HA  2016. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebang-

an / Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ 

pelestarian plasma 

nutfah/religi/budaya/sarana pra-

sarana dan Penelitian dan 

Pengembangan) 

D Sedang Hasil uji petik di lapangan terhadap 

implementasi penandaan batas blok tebangan 

beserta areal kawasan lindung dapat dilihat 

pada gambar di verifier 2.1.3. 

Implementasi dilapangan terhadap areal kerja di 

PT. Karya Jaya Parakawan telah 

menggambarkan penandaan batas blok areal 

yang boleh ditebang/dipanen dan ditetapkan 

sebagai kawasan lindung telah dibuat serta 

penandaan batas di lapangan sudah dilakukan.  

Penandaan batas berupa plang KPPN 

ditemukan di lapangan berupa cat merah 1 strip, 

namun kawasan lindung sempadan sungai 

masih belum dipasang. 

Implementasi dapat dibuktikan pada lokasi blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017, 

sementara untuk blok RKTUPHHK-HA tahun 

2013, 2014 dan 2015 tidak dapat dibuktikan 

karena berdasarkan informasi arealnya udah 

berubah menjadi tanaman acacia (overlapping 

dengan PT. Adindo Hutani Lestari) 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, Jenis 

dan Volume Panen dengan 

Dokumen Rencana Jangka 

Pendek  

D Baik Realisasi pemanenan dan produksi tahun 

RKTUPHHK-HA 5 (lima) tahun terakhir adalah 

sebagai berikut : 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2016 : realisasi 

22.899,94 m3 dari rencana  22.900 m3 atau 

tercapai 100,00% 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2015 : realisasi  

25.431,11 m3 dari rencana 24.305,48 m3 atau 

tercapai 104,63% 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2014 : realisasi  

26.032,91m3 dari rencana 24.867,20 m3 atau 

tercapai 104,69% 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2013 : realisasi  

23.565,67 m3 dari rencana 22.529,16 m3 atau 

tercapai 104,60% 

- BKUPHHK-HA Tahun 2015 : realisasi  

22.989,35 m3 dari rencana 22.000 m3 atau 

tercapai 104,50% 

Realisasi rata-rata 70-105% 

Kesimpulan Indikator  2.5 19 / 21 =  90,84 %  ( BAIK ) 
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11. Indikator  2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan 

Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan 

Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

daya Manusia 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD Sedang Terdapat Laporan  Auditor Independen Nomor : 

075/FN/ADT/ KP/XI/16 tanggal 28 November 

2016, Nomor : 076/FN/ADT/KP/ XI/16 tanggal 28 

November 2016, dan Nomor : 077/FN/ADT/KP/ 

XI/16 tanggal 28 November 2016,  oleh Kantor 

Akuntan Publik Drs. Ferdinand Dan Laporan 

Keuangan PT. Karya Jaya Parakawan Untuk 

Tahun Yang Berakhir  31 Desember 2013, 2014, 

dan 2015  

Berdasarkan Analisa Finansial didapatkan : 

1. Opini Kantor Akuntan Publik adalah wajar 

dengan pengecualian, laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan PT. Karya 

Jaya Parakawan tanggal 31 Desember 2015, 

2014, dan 2013serta kinerja keuangan dan 

arus kas untuk tahun yang berakhir pada 

tanggaltersebut sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabiiltas Publik. 

2. Berdasarkan metode lancar / current ratio 

dengan membandingkan antara total aktiva 

lancar dengan hutang jangka pendek / 

lancar,  didapatkan nilai likuiditas : 

- Tahun 2015 :  nilai likuiditas sebesar 

455,91% (> 150%) 

- Tahun 2014 :  nilai likuiditas sebesar 

194,38% (> 150%) 

- Tahun 2013 :  nilai likuiditas sebesar 

40,94%(< 100%) 

- Tahun 2012 :  nilai likuiditas sebesar 

149,79% (100-150%) 

3. Berdasarkan metode debt ratio dengan 

membandingkan antara total aktiva dengan 

total hutang, didapatkan nilai solvabilitas : 

- Tahun 2015 : nilai solvabilitas sebesar 

1.273,73% (> 150%) 

- Tahun 2014 : nilai solvabilitas sebesar 

292,10% (> 150%) 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

- Tahun 2013 : nilai solvabilitas sebesar 

655,92% (> 150%) 

- Tahun 2012 : nilai solvabilitas sebesar 

258,10% (> 150%) 

4. Berdasarkan analisis perbandingan antara 

laba dengan aktiva, didapatkan nilai 

Rentabilitas : 

- Tahun 2015 : nilai rentabilitas adalah 

sebesar 22,46% (positif) 

- Tahun 2014 : nilai rentabilitas adalah 

sebesar 46,92% (positif) 

- Tahun 2013 : nilai rentabilitas adalah 

sebesar -46,88% (negatif) 

- Tahun 2012 : nilai rentabilitas adalah 

sebesar 38,01% (positif) 

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa 

opini Akuntan Publik adalah menyajikan secara 

wajar dalam semua hal yang bersifat material, 

nilai likuiditas secara keseluruhan >100% dan 

terdapat 1 tahun yang bernilai <100%, nilai 

solvabilitas secara keseluruhan > 150%, dan 

nilai rentabilitas secara keseluruhan positif 

namun terdapat 1 tahun yang bernilai negatif. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan pedoman 

Pelaporan Keuangan Peman-

faaran Hutan Produksi (yang 

telah diaudit oleh akuntan publik) 

CD Baik Biaya Kewajiban Pengusahaan Hutan untuk 

tahun 2013 tidak ada dikarenakan izin 

RKTUPHHK-HA tahun 2013 baru diterbitkan 

pada tanggal 20 Desember 2013. 

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2015 dan 

2014 pencapaian realisasi kewajiban 

pengusahaan hutan secara berurutan adalah 

sebesar 100%, merupakanrencana yang 

disusun berdasarkan laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik. 

 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD Baik Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang 

kegiatan baik dari aspek perencanaan, produksi, 

pembinaan hutan, dan pengamanan hutan 

sebagaimana tertuang dalam tabel pada verifier 

2.6.2 diatas, maka dapat dilihat proporsi alokasi 

dana dari ketercapaian realisasi tertinggi dan 

terendah dari masing-masing tahun tidak ada 

dikarenakan seluruh kegiatan tercapai 100%, 

sehingga tidak terdapat perbedaan atau sebesar 

0%. 

Berdasarkan uraian diatas selama 3 (tiga) tahun 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP 

terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang 

kegiatan diberikan secara proporsional. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD Sedang Berdasarkan rincian arus kas yang menunjukkan 

saldo kas akhir tahun yang positif dan kondisi 

keuangan sudah mengalami keuntungan, serta 

berdasarkan persen pemenuhan kewajiban 

biaya pengusahaan hutan sudah mencapai 

100,00%, menunjukkan alokasi dana yang 

lancar.  Namun berdasarkan kegiatan fisik 

terdapat sebagian dari kegiatan tidak 

terselesaikan tepat waktu, seperti pada kegiatan 

pembinaan hutan berupa : penanaman 

pengayaan, pemeliharaan tanaman pengayaan, 

penanaman tanah kosong, dan pemeliharaan 

tanaman tanah kosong (secara rinci dapat dilihat 

pada verifier 2.6.6) 

 

Berdasarkan wawancara dengan Management 

Representatif  bahwa dengan luasan yang kecil 

serta volume produksi yang rendah, maka 

sebagian kegiatan dapat diselesaikan lebih 

cepat seperti kegiatan produksi. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D Baik Kewajiban pengusahaan hutan untuk tahun 

2013 tidak ada dikarenakan izin RKTUPHHK-HA 

tahun 2013 baru diterbitkan pada tanggal 20 

September 2013. 

Berdasarkan hasil telaah terhadap Laporan 

Keuangan tahun 2015, dan 2014 yang telah 

diaudit oleh Akuntan Publik diketahui bahwa 

modal yang dikembalikan ke hutan sebesar 

100,00%. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

 

CD Sedang Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut diatas 

didapatkan ketercapaian pembinaan hutan / 

penanaman untuk tahun 2016, 2015, 2014, 

2013, dan 2014 secara berturut-turut adalah 

sebesar 64,80%, 96,58%, 79,63%,  57,59% dan 

57,31% atau rata-rata 71,18%. 

Kesimpulan Indikator  2.6 18 / 21 =  85,71 %  ( BAIK ) 
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C. KRITERIA  :   EKOLOGI 

12. Indikator  3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi 

pada Setiap Tipe Hutan  

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D Baik Luas kawasan lindung telah sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL 

dan RKU, dan seluruhnya sesuai dengan kondisi 

biofisiknya 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

D Baik - Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 

seluas 1.106 ha (80,73%) dari yang seharusnya 

- Warna penandaan batas KL tidak sesuai 

dengan SOP penetapan kawasan lindung yang 

menetapkan tanda batas kawasan lindung 

diberi cat berwarna kuning mencolok. 

- Penandaan batas KL sempadan sungai belum 

dilakukan 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 
dilindungi 

D Baik Berdasarkan peta tutupan lahan hasil penafsiran 

citra landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/059 

liputan tanggal 30 Agustus 2016 skala 1:100.000, 

kondisi tutupan lahan seluruh kawasan lindung 

adalah masih berhutan, berupa hutan hutan rawa 

sekunder. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 
kawasan dilindungi 

CD Sedang - Pengakuan akan keberadaan KL di areal PT. 

KJP sudah mendapat pengakuan dari sebagian 

para pihak 

- PT. KJP belum memiliki bukti 

pengakuan/sosialisasi akan keberadaan KL dari 

5 (lima) desa binaan yang lain, yakni Desa 

Plaju, Desa Tagul, Desa Lubakan, dan Desa 

Atap yang masuk dalam Kec. Sembakung, dan 

Desa Pembliangan yang masuk dalam Kec. 

Sebuku. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 
lindung hasil tata ruang 
areal/land scaping sesuai 
RKL/RPL  

D Sedang - Terdapat bukti laporan/dokumentasi 

pengelolaan KL terhadap sebagian KL hasil tata 

ruang areal 

- Tidak tersedia laporan pengelolaan kawasan 

lindung sempadan sungai 

KesimpulanIndikator  3.1 24 / 27  =  88,89 %  ( BAIK ) 
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13. Indikator  3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D Sedang - Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup 

seluruh jenis gangguan yang ada, khususnya 

SOP Pengendalian kebakaran hutan (No. OPS-

1/KJP/02/02/16) revisi ke-1, No. Ref. 

OPS/KJP/04 belum mengacu dan mengadopsi 

upaya-upaya pencegahan dan pengedalian 

kebakaran hutan, mulai dari sarana-prasarana 

yang dibutuhkan, SDM dan kompetensi 

personil yang diperlukan, serta kegiatan-

kegiatan yang perlu dilakukan 

3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

D Sedang - PT. KJP telah memiliki sarana prasarana 
perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana 
prasarana untuk tim dalkarhutla dan sarana 
untuk satpam 

- Sarana prasarana perlindungan hutan yang 
dimiliki oleh PT. KJP belum sepenuhnya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini 
Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D Sedang - Tersedia SDM perlindungan hutan dengan 
jumlah dan kualifikasi personil belum 
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 
tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan 

- PT. KJP belum membentuk regu pendukung 
dan regu perbantuan (MPA - Masyarakat Peduli 
Api) dalam rangka mendukung kegiatan 
pencegahan dan pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D Sedang - PT. KJP telah melaksanana kegiatan 
perlindungan dan diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu (preemptif dan preventi) tetapi 
belum sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK 
No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan 
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam No. P.24/IV-SET/2014 

- PT. KJP belum membentuk regu pendukung 
dan regu perbantuan (MPA - Masyarakat Peduli 
Api) dalam rangka menunjang upaya 
pencegahan dan pengendalian kebakaran 
hutan 

- PT. KJP belum membuat Peta Rawan 
Kebakaran 

- PT. KJP belum melakukan pemantauan hotspot 
dalam rangka deteksi dini bahaya kebakaran 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

hutan 

- PT. KJP belum menyampaikan laporan bulanan 
upaya pencegahan dan pengendalian 
kebakaran hutan ke instansi terkait. 

- PT. KJP belum melakukan pemantauan CH dan 
penilaian FDR (tingkat bahaya kebakaran) 

KesimpulanIndikator  3.2 20 / 24 =  83,33 %  ( BAIK ) 

 

14. Indikator  3.3 : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan 

Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D Sedang - PT. KJP telah mempunyai sejumlah prosedur 

terkait dengan pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air, tetapi belum memiliki SOP 

Pemantauan kualitas air 

- Beberapa SOP yang ada tidak sesuai dengan 

rencana pengelolaan yang ada dalam 

dokumen RKL (2001) dan rencana pemantauan 

yang dalam dokumen RPL (2001). 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D Sedang - PT KJP telah memiliki sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

dengan jenis sarana pengelolaan dan 

pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan 

dokumen perencanaan 

- Sarana yag belum tersedia antara lain sarana 

pemantauan kualitas air. 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D Baik - PT. KJP telah memiliki SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil 

yang telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D Sedang - PT. KJP telah memiliki dokumen rencana 

pengelolaan dampak lingkungan yakni RKL 

(2001) dan RKU (2013) dan sudah 

diimplementasikan sebagian 

- Pelaksanaan pengelolaan dampak belum 

mencakup semua rencana pengelolaan yang 

ada dalam dokumen perencanaan 

- Belum melakukan konservasi tanah tepi 

sungai/penanaman di tepi sungai yang kosong 

akibat kegiatan produksi (base camp, logpond, 

dll) 
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Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

- Belum melaksanakan pembinaan karyawan 

pelaku proses produksi 

- Laporan pengelolaan lingkungan RKL-RPL 

belum mengacu ke Kepmen LH  No. 45 tahun 

2005 tentang pedoman penyusunan laporan 

RKL dan RPL 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D Sedang - PT. KJP telah memiliki dokumen rencana 
pemantauan dampak lingkungan yakni RPL 
(2001) dan RKU (2013) 

- Pemantauan yang harus dilakukan oleh PT. 
KJP berdasarkan dokumen perencanaan 
adalah pemantauan kualitas air 

- Telah dipenuhi tanggal 31 Maret 2017. 
Terdapat bukti dokumen berikut: 

a. Hasil uji pemeriksaan air sungai Semba-
kung dari LABKESDA, Dinkes Tarakan 
tanggal 29 Maret 2017 

b. Surat tanda terima sample air dari Lab 
Kualitas air dan Lingkung-an dari Univ. 
Borneo, Tarakan tgl 27 Mar 2017.  Rencana 
pengujian selesai dari lab sekitar tgl 6 Apr 
2017 

- Laporan implementasi pengelolaan lingkungan 
RKL-RPL belum mengacu ke Kepmen LH  No. 
45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan 
laporan RKL dan RPL 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

D Sedang - Hasil verifikasi lapangan di areal penyimpanan 
bbm dan oli bekas di base camp Lobian, 
ditemukan terdapat ceceran oli bekas yang 
bercampur dengan bbm yang menembus 
lantai kayu bangunan dan masuk ke 
tanah/rawa dibawahnya 

Kesimpulan Indikator  3.3 26 / 36  =  72,22%  ( SEDANG ) 

 

15. Indikator  3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau 

Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah 

(threatened) dan Endemik 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifi-
kasi flora dan fauna yang dilin-
dungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik 
mengacu pada perundangan/ 
peraturan yang berlaku 

D Sedang - Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna 
dilindungi tetapi hasil keluaran yang 
diharapkan dari kegiatan masing-masing SOP 
tersebut diatas masih kurang dan perlu 
ditambah dengan daftar jenis flora dan fauna 
dilindungi yang ditemukan yang dirinci 
berdasarkan peraturan yang berlaku maupun 
konvensi internasional yang sudah diratifikasi 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

oleh Indonesia (PP 7 tahun 1999, Redlist IUCN, 
dan Appendix CITES), serta identifikasi 
terhadap biota air dilindungi 

- Terkait dengan areal PT. KJP merupakan hutan 
dataran rendah berupa rawa, maka juga perlu 
ditambahkan kedalam SOP yakni identifikasi 
terhadap biota air dilindungi 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 
identifikasi 

D Sedang - Sampai saat ini, selain yang terdapat dalam 
dokumen Amdal (2001), tidak terdapat bukti 
dokumen atau kegiatan terkait identifikasi jenis 
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 
yang terdapat di areal pemegang izin, sejak 
terbitnya Keputusan perpajangan IUPHHK-HA 
untuk PT. KJP yakni SK No. 722/Menhut-II/2010 
tanggal 30 Desember 2010. 

- PT. KJP belum melaksanakan kegiatan 
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal kerjanya sejak 
terbitnya Keputusan perpanjangan IUPHHK-HA 
yakni SK No. 722/Menhut-II/2010 tanggal 30 
Desember 2010 

- Belum melakukan identifikasi fauna yang 
dilindungi yang dirinci menurut PP 7/1999, 
IUCN Redlist, dan Appendix CITES 

Kesimpulan Indikator  3.4 8 / 12 =  66,67%  ( SEDANG ) 

 

16. Indikator  3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

D Sedang - Tersedia prosedur pengelolaan flora jenis yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik yang terdapat di areal 

pemegang izin, tetapi SOP Pengelolaan flora 

dan fauna (No. OPS-1/KJP/06/09/16) revisi ke-

1, No. Ref. OPS/KJP/039 masih bersifat umum, 

dengan kata lain pengelolaan flora atau fauna 

yang akan dilakukan belum berbasis pada jenis 

flora atau fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi. 
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3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yangdirencanakan 

D Sedang - PT. KJP telah mengalokasikan sebagian 

arealnya untuk tujuan pengelolaan flora, 

berupa KPPN atau sempadan sungai, 

sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 

3.1.1. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan 

ditandai di lapangan sebagaimana telah 

dibahas pada verifier 3.1.2 

- Berdasarkan dokumen RKU tahun 2013, 

terdapat areal kebun bibit/benih seluas 800 ha 

yang tidak akan ditebang, yang difungsikan 

sebagai bagian dari kawasan pelestarian flora 

di areal PT. KJP 

- PT. KJP belum sepenuhnya melakukan bentuk-

bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada 

dalam SOP Pengelolaan flora dan fauna (No. 

OPS-1/KJP/06/09/16) revisi ke-1, No. Ref. 

OPS/KJP/039, seperti identifikasi habitat, 

inventarisasi flora, atau yang lainnya 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D Sedang - Sampai saat ini, tidak tersedia dokumen hasil 

kegiatan pengelolaan flora seperti yang ada 

didalam SOP Pengelolaan flora dan fauna (No. 

OPS-1/KJP/06/09/16) revisi ke-1, No. Ref. 

OPS/KJP/039, sehingga penilaian kondisi flora 

hanya didasarkan pada informasi yang 

dihimpun dari hasil konsultasi publik 

- Pemegang izin belum sepenuhnya melakukan 

kegiatan pengelolaan flora, seperti yang sudah 

dibahas dalam verifier 3.5.2 

Kesimpulan Indikator  3.5 12 / 18 =  66,67%  ( SEDANG ) 

 

 

17. Indikator  3.6 : Pengelolaan Fauna untuk: 

1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 
pengelolaan fauna yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 
berlaku, dan tercakup kegiatan 

D Sedang - Tersedia prosedur pengelolaan flora jenis 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat 

di areal pemegang izin, tetapi SOP 

Pengelolaan flora dan fauna (No. OPS-

1/KJP/06/09/16) revisi ke-1, No. Ref. 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

perencanaan, pelaksana, 
kegiatan, dan pemantauan) 

 

OPS/KJP/039 masih bersifat umum, dengan 

kata lain pengelolaan flora atau fauna yang 

akan dilakukan belum berbasis pada jenis 

flora atau fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi 

 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan fauna sesuai 
dengan yang direncanakan 

D Sedang - PT. KJP telah mengalokasikan sebagian 

arealnya untuk tujuan pengelolaan flora, 

berupa KPPN atau sempadan sungai, 

sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 

3.1.1. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan 

ditandai di lapangan sebagaimana telah 

dibahas pada verifier 3.1.2 

- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Apendi Diningrat, B.Sc.F (Manager Camp PT. 

KJP), perusahaan telah melakukan sosialisasi 

tidak langsung terkait perlindungan fauna 

dilindungi berupa pemasangan plang 

informasi/himbauan/larangan terkait fauna 

yang dilindungi di Desa Tagul dan Lubakan. 

- PT. KJP belum sepenuhnya melakukan 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora 

yang ada dalam SOP Pengelolaan flora dan 

fauna (No. OPS-1/KJP/06/09/16) revisi ke-1, 

No. Ref. OPS/KJP/039, seperti identifikasi 

habitat, inventarisasi flora, atau yang lainnya. 

- Jumlah plang informasi/himbauan/larangan 

terkait fauna dilindungi masih minim 

 

3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D Sedang - Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi, 
tetapi ada upaya penanggulangan gangguan 
oleh pemegang izin seperti sosialisasi tidak 
langsung dengan cara pemasangan plang 
informasi/himbaun/larangan terkait fauna 
dilindungi 

- Pemegang izin belum sepenuhnya melakukan 
kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, seperti 
yang sudah dibahas dalam verifier 3.6.2 

- Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi 
yang terdapat di areal pemegang izin 

Kesimpulan Indikator  3.6 12 / 18 =  66,67%  ( SEDANG ) 
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D. KRITERIA  :   SOSIAL 

18. Indikator  4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional 

perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 

hukum adat dan / atau masyarakat setempat.  

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 
mengenai pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, 
dan rencana pemanfaatan SDH 
oleh pemegang izin. 

D Sedang PT  KJP  memiliki sebagian dokumen terkait  
dengan  pola penguasaan dan pemanfaatan 
SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 
setempat  terdapat dalamPeta Rencana 
Pemekaran Desa Tagul skala 1 : 100.000, dalam 
peta tersebut areal PT KJP masuk ke dalam 
wilayah administrasi 5 desa yaitu desa Atap, 
Lubakan, Tagul, Tepian (Kec. Sembakung) dan 
desa Pembliangan (Kec. Sebuku) Kabupaten 
Nunukan. 

Sedangkan dalam rencana pemanfaatan Sumber 
Daya Hutan PT. KJP memiliki dokumen 
RKUPHHK HA Periode 2013 – 2022, dan untuk 
rencana tahunan  terdapat dokumen RKTUPHHK 
HA Tahun 2012 – 2016yang telah disahkan oleh 
Instansi terkait (Dinas Pertanian, Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara), sedangkan  
Rencana Kelola Sosial  PT KJP terdapat dalam 
buku RKTUPHHK HA tahun 2012 – 2016 
(Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH 
secara terpisah tidak tersedia). 

4.1.2 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekonstruksi 

batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

CD Sedang PT. KJP memiliki mekanisme terkait pembuatan 

batas /rekonstruksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian konflik batas 

kawasan terdapat dalam : 

1. SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan  

Kawasan   Komunitas Setempat ( nomor 

dokumen : OPS-01/KJP/02/04/16) Rev.01 

2. SOP   Panduan Penyelesaian Konflik (nomor 

dokumen :  OPS-01/KJP/12/03/16) Rev. 01  

Hasil telaahan terhadap isi kedua SOP tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada  masih 

belum lengkap  dan tidak sesuai dengan kondisi 

lapangan PT. KJP dan tidak implementatif. 

4.1.3 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH 

 

D Sedang PT.  KJP memiliki sebagian dokumen  terkait   

mekanisme pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat/setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH terdapat dalam 

SOP Meningkatkan Akses masyarakat terhadap 

Hutan (nomor dokumen :  OPS-01/KJP/02/04/16) 

Rev.01 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut  masih 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

kurang lengkap dan  baru sebagian 

mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat/setempat dalam perencanaan pemanfaatan 

SDH. 

4.1.4 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat. 

CD Sedang Berdasarkan peta kerja PT KJP tidak terdapat 

areal pemanfaatan kawasan oleh masyarakat 

sekitar untuk kegiatan perladangan, karena 

masyarakat sekitar sebagian besar berprofesi 

sebagai nelayan dan kondisi tanahnya      berupa 

tanah tergenang (rawa) dan tidak dapat 

digunakan untuk areal pertanian karena bersifat 

asam.    

Dalam Peta Rencana Pemekaran Desa Tagul 

skala 1 : 100.000, terdapat sketsa batas antar 

desa  sekitar areal PT KJP yang telah disepakati, 

batas areal ini menjadi dasar dalam pembagian 

Fee Kompensasi Produksi Kayu dan Retribusi 

Pemuatan Kayu, batas tersebut dilapangan 

sudah disepakati berupa batas alam yaitu aliran 

sungai. 

 

Hasil wawancara dengan masyarakat  Lubakan 

dan Tepian terkait batas areal PT KJP dengan 

kawasan masyarakat   sebagian besar 

masyarakat tidak mengetahui secara pasti batas 

areal PT  KJP di lapangan karena tidak terdapat 

tanda batas yang jelas. 

4.1.5 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

CD Sedang Berdasarkan penelusuran dokumen dan 

wawancara dengan masyarakat sekitar, 

keberadaan PT. KJP  diterima dengan baik oleh 

para pihak.  Hal ini dibuktikan dengan masih 

berlangsungnya proses kerjasama pemanfaatan 

hasil hutan kayu terkait dengan kewajiban UM 

baik kepada pemerintah maupun masyarakat 

dalam bentuk pemberian fee kompensasi kayu 

dan kegiatan kelola sosial/CSR.   

Hasil wawancara dengan responden 

Pemerintahan Desa Tepian dan Lubakan, 

menyatakan bahwa keberadaan perusahaan PT. 

KJP diterima oleh masyarakat, sedangkan terkait 

Batas Areal PT KJP dengan Perusahaan sekitar 

masih belum selesai seluruhnya dan masih 

terdapat potensi konflik areal. 

Kesimpulan Indikator  4.1 14 / 21  =  66,67%  ( SEDANG ) 
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19. Indikator  4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.2.1 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perundangan 

yang relevan/berlaku. 

D Sedang PT. KJP memiliki sebagian dokumen terkait 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perundangan yang 

relevan/berlaku terdapat dalam : 

1. SK IUPHHK HA PT KJP Nomor : 

722/MENHUT-II/2010 tanggal 30 Desember 

2010. 

2. RKUPHHK HA PT.  KJP periode tahun 2013 – 

2022 

3. RKTUPHHK HA PT. KJP tahun 2012 – 2016 

4. Rekap Laporan Kelola Sosial PT. KJP tahun 

2012 - 2016(dalam buku RKTUPHHK HA PT. 

KJP Tahun 2013 -2017) 

Hasil telaahan dokumen yang ada, tidak  tersedia 

Laporan Kelola Sosial PT KJP secara periodik   

dan RO Kelola Sosial, berdasarkan penjelasan 

dari Manajer Pengusahaan Hutan PT. KJP, PT 

KJP  tidak membuat  Laporan Kelola Sosial  

secara periodik karena PT KJP setiap bulan telah 

membuat laporan E- Monev. 

4.2.2 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D Sedang PT KJP memiliki sebagian mekanisme terkait   

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat terdapat dalam  

SOPCorporate Social Responsibility (nomor 

dokumen : OPS-01/KJP/12/03/16) Rev.01 ) 

Hasil talaahan terhadap SOP yang ada, SOP  

tersebut kurang lengkap dan hanya 

mengakomodir sebagian mekanisme terkait 

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat, sedang implementasinya 

dalam bentuk  rekruitment tenaga kerja lokal, 

Pembayaran Fee Kompensasi,  penyiapan tapak 

untuk bangunan rumah dan prasarana desa 

Lubakan dan desa Tepian. 

4.2.3 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

D Baik Selama periode 5 tahun terakhir (2012 – 2016), 

PT KJP memiliki bukti sosialisasi perihal rencana 

kerja operasional RKT kepada masyarakat sekitar  

yang lengkap dan dibuktikan dengan BA 

sosialisasi dan dilengkapi dengan daftar hadir. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager 

Camp PT KJP dan masyarakat  sekitar diperoleh 

informasi bahwa PT KJP setiap akan melakukan 

kegiatan Operasional RKT baru, wakil masyarakat 

sekitar (yang memiliki  wilayah administrasi) 

diundang dalam acara sosialisasi  terkait lokasi 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

Blok RKT tahun berjalan  masuk wilayah desa 

mana terkait pembagian Fee Kompensasinya dan 

program CSR/Kelola Sosial.   

4.2.4 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

D Sedang PT KJP memiliki sebagian dokumen terkait 

realisasi pemenuhan 

tanggungjawabsosialterhadapmasyarakat 

/implementasihak-

hakdasarmasyarakathukumadatdanmasyarakatse

tempatdalampengelolaan SDH antara lain : 

1. BeritaAcaraSerahTerimaBantuan PT KJP  

tahun  2012 -  2016. 

2. Bantuan Penyiapan Prasarana Desa Lubakan 

dan desa Tepian 

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (terdapat 27 

orang dari total 112 karyawan PT KJP) 

4. Realisasi Pembayaran Fee Kompensasi Kayu 

RKT tahun 2012 – 2016  dan Retribusi 

Pemuatan Kayu 

Telaahan terhadap dokumen tersebut, PT. KJP 

memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan 

tanggungjawabsosialterhadapmasyarakat 

/implementasihak-

hakdasarmasyarakathukumadatdanmasyarakatse

tempatdalampengelolaan SDH. 

4.2.5 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

D Sedang Dokumen PT KJP terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial termasuk ganti rugi terdapat dalam 

dokumen : 

1. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial  PT. KJP 

tahun 2012 – 2016 sebagai berikut : 

(x Rp.1.000) 

No. 
Tahun 

RKT 

Realisasi 

PMDH 
Keterangan 

1. 2012 264.237  

2. 2013 82.786  

3. 2014 204.617  

4. 2015 435.505  

5. 2016 224.639  

Total 1.212.984  

2. Daftar Karyawan PT KJP bulan Maret 2017 

terdapat 111 orang dan yang berasal dari 

masyarakat lokal ada 27 orang. 

3. Pembayaran Fee Kompensasi   Produksi  RKT 

Tahun 2012 - 2016 dan Retribusi Pemuatan 

Kayu. 

Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut,  

dapat disimpulkan banwa PT. KJP  memiliki  
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

sebagian  laporan/dokumen     terkait  

pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk 

ganti rugi. 

KesimpulanIndikator  4.2 22 /30 =  73,33%  ( BAIK ) 

 

20. Indikator  4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 

yang adil antar para pihak 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.3.1 

Ketersediaan data dan informasi 
masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH 

D Sedang Berdasar hasil telaahan dokumen PT  KJP terkait 

dengan   data dan informasi masyarakat hukum 

adat dan atau setempat yang terlibat, tergantung 

dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  

terdapat dalam dokumen : 

1. RKUPHHK HA PT KJP periode tahun 2013 - 

2022  

2. BA serah terima Bantuan PMDH  PT. KJP   

tahun 2016 

3. Daftar Tenaga Kerja PT. KJP bulan Maret 2017 

(dari 111 karyawan PT. KJP ada 27 yang  

berasal dari tenaga kerja lokal ) 

4. Laporan Social Impact Assesment (SIA) PT 

KJP. 

Dokumen yang ada masih belum cukup 

memberikan   data dan informasi masyarakat 

hukum adat dan atau setempat yang terlibat, 

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH.   

4.3.2 

Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

D Sedang PT KJP memiliki sebagian mekanisme  terkait  

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat setempat terdapat dalam : 

1. SOP   Corporate Social  Responsibility (nomor 

dokumen :  OPS-01/KJP/12/03/16) 

2. SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap 

Hutan (nomor dokumen : OPS-

01/KJP/02/04/16 ) 

Hasil telaahan terhadap SOP  tersebut, isi dari 

SOP yang ada   belum mengakomodir perihal 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat setempat kurang lengkap dan 

kurang jelas. 

4.3.3 

Keberadaan dokumen rencana 

CD Sedang Dokumen PT KJP terkait  dokumen rencana 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

pemegang izin mengenai 
kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat 

masyarakat terdapat dalam  : 

1. RKUPHHK HA PT KJP Periode tahun 2013-

2022  

2. RKTUPHHK HA PT KJP Tahun 2013 - 2016 

dan  

3. Rencana Kelola Sosial  PT KJP tahun 2012 – 

2016 (dalam buku RKTUPHHK HA PT KJP). 

 

Hasil telaahan terhadap isi dari dokumen 

tersebut, kegiatan yang direncanakan oleh PT 

KJP dalam bidang kelola sosial bersifat 

global/umum serta PT KJP tidak menyusun 

Rencana Operasional Kelola Sosial yang akan 

dilakukan pada masing-masing desa binaan pada 

tahun berjalan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan  wakil 

masyarakat desa sekitar, kegiatan kelola sosial 

PT KJP  yang  dilaksanakan  sebagian besar 

masih berdasarkan proposal/permohonan yang 

diajukan oleh masyarakat sekitar. 

4.3.4 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

D Sedang Selama periode 5 tahun terakhir (2012 – 2016), 

dokumen terkait Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh PT 

KJP  adalah : 

a. Rencana dan Realisasi Kegiatan  Kelola 

Sosial PT KJP   tahun 2012 - 2016 sebagai 

berikut : 

                                               (x Rp. 1000) 

Tahun Rencana Realisasi % 

2012 165.000 264.237 160,14 

2013 208.000 82.786 39,08 

2014 271.700 204.617 75,31 

2015 412.825 435.505 105,49 

2016 391.125 225.839 57,75 

Total 1.448.650 1.212.984 87,55 

Sumber : Realisasi Kelola Sosial PT KJP dalam buku 

RKTUPHHK HA PT. KJP (diolah) 

Realisasi Kegiatan PMDH PT KJP  sebesar   

87,55%  dari rencana, sedang terkait 

peningkatan aktivitas ekonomi  masyarakat 

tahun 2012 - 2016 rata-rata sebesar  41,87 % 

(< 50 %). Kegiatan Peningkatan Ekonomi 

masyarakat berupa Pembayaran Fee 

Kompensasi dan Retribusi Pemuatan Kayu. 

b. Penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 27 
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

orang   dari total karyawan PT KJP 112 orang 

atau sekitar  24, 11   %. 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen 

tersebut, PT. KJP  memiliki sebagian bukti 

implementasi kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan atau masyarakat setempat. 

4.3.5 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

D Sedang Distribusi manfaat PT KJP  tahun 2012 – 2016 

kepada para pihak adalah : 

(x Rp. 1.000)  

Uraian Jumlah 

(Rp) 

Keterangan 

Gaji Karyawan 

( 2012 – 2016 ) 

pm Ada 111 

orang 

Kelola Sosial 

(termasuk Fee 

Kompensasi dan 

retribusi pemuatan 

kayu) thn 2012-2016 

 

1.212.984 

 

5 desa 

binaan 

 

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut 

diperoleh informasi  bahwa  PT KJP memiliki  

sebagian  dokumen  kegiatan pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para pihak. 

Kesimpulan Indikator  4.3 18 / 27  =  66,67%  ( SEDANG ) 

 

21. Indikator  4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.4.1 

Tersedianya mekanisme resolusi 

konflik 

D Sedang PT KJP memiliki mekanisme dalam penyelesaian 

konflik yang tertuang dalam SOP   Panduan 

Penyelesaian Konflik   dengan   nomor dokumen 

: OPS-01/KJP/02/04/16 Rev.01 

Telaahan terhadap isi SOP tersebut, SOP ini 

disusunnya  dengan tujuan sebagai 

pedoman/acuan dalam penyelesaian suatu 

konflik yang terjadi dengan masyarakat. SOP 

tersebut juga dicantumkan proses dalam 

penyelesaian konflik serta terdapat beberapa 

tahapan dalam penyelesaian konflik, namun isi 

dari do-kumen tersebut tidak sesuai dengan 

kondisi operasional PT KJP. 

4.4.2 D Sedang PT. KJP  memiliki Peta  Areal Kerja Skala 1 : 

50.000 namun tidak dilengkapi batas-batas antar 
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Tersedia peta konflik desa  dan identifikasi tingkat kerawanan konflik 

areal.  

Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar 

yang hadir pada acara Konsultasi Publik tanggal 

17 Maret 2017 (perwakilan desa  Tepian, Plaju, 

Tagul dan Lubakan), terdapat kesepakatan batas 

administrasi antar desa yang ada di sekitar areal 

PT KJP. Pembagian batas wilayah ini berkaitan 

dengan pembagian Fee Kompensasi Kayu.  

Hasil wawancara dengan  Manager Camp   PT.   

(Bpk. Apendi) dan masyarakat sekitar ( Lubakan  

dan Tepian) diperoleh informasi bahwa selama  

perusahaan PT.  KJP beroperasi sampai saat  ini, 

belum pernah terjadi konflik yang serius dengan 

masyarakat sekitar, permasalahan yang ada 

masih dapat diselesaikan secara musyawarah 

dan kekeluargaan. 

4.4.3 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak. 

D Sedang Berdasarkan Struktur Organisasi PT.  KJP dan 

informasi dari Manager PH  PT. KJP  (Bpk. 

Memed Muhidin), PT KJP tidak   memiliki struktur 

organisasi/lembaga secara khusus yang 

menangani Penyelesaian Konflik, biasanya kalau 

terjadi konflik/kasus tahap awal ditangani oleh  

Foreman Resolusi Konflik PT. KJP dan apabila 

dapat diselesaikan cukup sampai di tingkat   

Foreman dan apabila belum selesai dilanjutkan 

ke Kasie Kelola Sosial  atau Manager Camp  

untuk dicarikan solusi penyelesaiannya, 

sedangkan di lingkungan base camp 

penyelesaian konflik dipimpin langsung oleh 

Manager Camp dengan mengikutsertakan tokoh 

masyarakat sekitar. 

Penyelesaian konflik  dilakukan  secara bersama 

dan terpadu pada semua bagian, sedangkan 

dalam penyiapan dana untuk penyelesaian 

konflik PT KJP    tidak menggangarkan secara 

khusus, namun berdasar pernyataan Perusahaan 

sejauh ini pendanaan untuk penyelesaian konflik 

selalu dipenuhi. 

4.4.4 

Ketersediaan dokumen proses 
penyelesaian konflik yang 
pernah terjadi. 

D Sedang Pada tahun 2012 di PT KJP pernah terjadi konflik 

kecil dengan masyarakat desa Atap  dan desa 

Lubakan Kec. Sembakung perihal Pembagian 

Fee Kompensasi  Kayu, berdasarkan informasi 

Manager Pengusahaan Hutan (Bpk. Memed 

Muhidin) masalah tersebut telah diselesaikan 

dengan cara musyawarah dan kesepakatan 

masing-masing pihak, namun tidak tersedia 
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Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

dokumen kronologis penyelesaiannya. 

Hasil wawancara dengan Kades desa Lubakan 

dan Kades desa Tepian diperoleh informasi 

bahwa   selama 5 tahun terakhir  di areal PT KJP 

tidak   pernah terjadi konflik yang serius dengan 

masyarakat  sekitar, dan apabila ada konflik 

diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 

Kesimpulan Indikator  4.4 16 / 24 =  66,67%  ( SEDANG ) 

22. Indikator  4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan 

kesejahteraan tenaga kerja. 

Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.5.1 

Adanya hubungan industrial 

D Sedang PT. KJP memiliki dokumen Peraturan Perusahaan 

(PP) Periode 2013 – 2015  yang telah habis masa 

berlakunya pada tanggal 22 Desember 2015 dan 

telah dilakukan perpanjangan dengan Surat 

Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan 

PT KJP Nomor : 007/KJP/Disnakertrans/III/2017 

tanggal 22 Februari 2017 dan terdapat bukti 

tanda terima oleh Bpk. Hendri B. (Kasi Syaker 

dan PHI Disnakertrans Provinsi Kaltara). 

Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT KJP 

tanggal 12 Februari 2016 perihal Unit Manajemen 

PT KJP memberikan kebebasan kepada seluruh 

karyawan untuk Berserikat dan membentuk 

organisasi kekaryawanan dan terdapat bukti 

ditempel di papan pengumuman. 

PT KJP  telah merealisasikan sebagian hubungan 

industrial dengan seluruh karyawannya. 

 

4.5.2 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

D Baik Rencana dan Realisasi Pelatihan PT KJP Tahun 

2012 – 2016 : 

Tahun Rencana Realisasi % 

2012 41 35 85 

2013 17 17 100 

2014 35 35 100 

2015 26 25 96 

2016 15 15 100 

Total 96 

Realisasi pelatihan atau peningkatan kompetensi 

karyawan PT KJP Tahun 2012 – 2016 rata-rata 

sebesar 96 % (> 60 %), sedang dalam 

pemenuhan Ganis PHPL PT KJP memiliki Ganis   
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Nomor&Judul 

Verifier 
Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

sebanyak 7 orang ( PKB-R = 2, Canhut = 2, 

Nenhut = 1, Binhut = 1, Kurpet = 1) dan  telah 

sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-

IPHH/2015.    

4.5.3 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

D Sedang Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen SOP 

Jenjang Karir Karyawan ( Nomor Dokumen : OPS 

– 01/KJP/02/04/16) Rev. 01  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT. 

KJP   memiliki sebagian mekanisme terkait 

jenjang karir, namun kurang lengkap dan perlu 

penyempunaan. 

Hasil  wawancara dengan Bagian Personalia dan 

beberapa karyawan PT  KJP diperoleh informasi 

bahwa  PT. KJP baru sebagian 

mengimplementasikan standar jenjang karir. 

4.5.4 

Adanya dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya. 

D Sedang Tunjangan kesejahteraan karyawan PT  KJP 

tercantum dalam Peraturan Perusahaaan Bab VIII 

Pasal 27 sampai Pasal 31 dan hasil wawancara 

dengan beberapa karyawan PT.KJP  (Sdr. Wiwik 

Widodo, Moh. Saefudin dan Lina) diperoleh 

informasi bahwa perusahaan telah 

mengimplementasikan sebagian tunjangan-

tunjangan yang tercantum di  Peraturan 

Perusahaan kepada karyawannya, seperti gaji 

diatas UMK dan lancar, karyawan diikutkan dalam 

program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun 

dan BPJS Kesehatan  dan fasilitas lainnya cukup 

sesuai, namun hasil observasi lapangan terhadap 

Fasilitas Perusahaan yang ada di Base Camp 

Labion (Camp KT KJP)  terutama fasilitas  mess  

karyawan yang ada  masih  sangat sederhana dan 

untuk keperluan MCK sebagian besar karyawan 

PT KJP masih  di sungai 

Kesimpulan Indikator  4.5 18 / 24 =  75,00%  ( SEDANG ) 
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E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) 

PRINSIP 1. 

Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang 

berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

1. 1.1.1.a.  

Dokumen legal terkait 
perizinan usaha 
(SKIUPHHK) 

M SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya Nomor : SK. 722/Menhut-

II/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Karya Jaya 

Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Hektar di 

Provinsi Kalimantan Timurdan Peta Skala 1 : 100.000 

Terdapat kelengkapan dokumen legalitas perusahaan yaitu Akte 

pendirian, akte perubahan terakhir SIUP, TDP dan NPWP. 

Pengurus Perusahaan adalah : 

- Direktur Utama  : Agus Rawi 

- Direktur Keuangan : Subur Mulia, SE 

- Komisaris Utama : Chintya Fransisca 

- Komisaris I  : Dhani Sofyan 

- Komisaris II  : Ros Arun 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan 

kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M Terdapat SPP IIUPH dan Bukti Setornya seperti berikut : 

- (SPP) Iuran Hak Pengusahaan Hutan Nomor : S.117/VI-

BIKPHH/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar 1.312.200.000,- 

- Copy bukti  setor IIUPH aplikasi transfer Bank Mandiri ke 

.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 

2011 sejumlah Rp. 1.312.200.000,- sesuai dengan SPP IIPHH 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan 

yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK (jika ada) 

M Pada areal IUPHHK-HA PT. Karya Jaya Parakawan terdapat 

penggunaan areal yang sah yang telah dicatat dan dilaporkan yaitu 

perizinan IUPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari sesuai dengan SK 

Menteri Kehutanan IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari Nomor 

88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 berupa overlap areal seluas ± 

4.545 Hektar   
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PRINSIP 2. 

Indikator 2.1.1.  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan 

Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH 

& lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh 

Ganis PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang 

berwenang atau yang 

disahkan secara self 

approval. 

c) Peta rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut. 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HA dan lampiran 

petanya yang disusun berbasis IHMB  PT. Karya Jaya 

Parakawan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 

tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan sesuai SK 

Menhut No.: SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 

2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 

Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 

Atas Nama PT Karya Jaya Parakawan 

Dokumen RKTUPHHK dan petanya PT. KJP Tahun 

2016 telah disahkan sesuai SK Kadis PKKP Kaltara No. 

522/02/Kpts-RKT/DPKKP/III/I/2016 tgl 29 Jan. 2016 

 

Dokumen RKTUPHHK dan petanya PT. KJP Tahun 

2017 telah disahkan sesuai SK Kadis PKKP Kaltara No. 

522/01/Kpts-RKT/DPKKP/III/I/2017 tgl 03 Jan. 2017 

Ganis Canhut atas nama Juni Leo Saputro Register 

02158-13/CANHUT/XXXIV/2016; dan Ahmad Mansyur 

Register 01184-13/CANHUT/XXXIV/2013 

5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen 

RKTUPHHK  tahun 2016 dan tahun 2017 beserta 

lampiran Peta yang menggambarkan lokasi yang tidak 

boleh ditebang dan hasil observasi lapangan diperoleh 

bukti keberadaanya  sesuai lampiran Peta yaitu 

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah yang berbatasan 

dengan batas IUPHHK-HA dengan koordinat N 03° 53’ 

10,4”; E 117° 27’ 10,6”, . 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok 

tebangan/blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M Hasil verifikasi di lapangan yang telah dilakukan pada 

Blok RKT tahun 2016 dan RKT 2017 menunjukkan 

bahwa terdapat tanda batas Blok yaitu cat merah strip 3 

dan plang Batas blok RKT.  

- Plang batas IUPHHK-HA PT. KJP sekaligus batas 

Blok RKT 2016 pada koordinat N 03o 48’ 58,5”  ; E 

117o 25’ 04,8” batas blok dengan cat merah strip 3 

(///) 

- Batas Blok RKT 2017 sekaligus batas petak AN2 

pada RKT 2016 dan petak AO2 pada RKT 2017 pada 

koordinat N 03o 48’ 56,4”  ; E 117o 25’ 49,2” 

- Plang Batas Petak AM2 dan Petak AN2 pada Blok 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

Tebang RKT 2016 koordinat : N 03o 48’ 58,6”  ; E 

117o 25’ 16,6”  

- Plang Batas Petak AO2 dan AP2 pada Blok Tebang 

RKT 2017 dengan  koordinat : N 03o 48’ 54,3”  ; E 

117o 26’ 22,8” 

Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HA dan lampiran 

petanya yang disusun berbasis IHMB  PT. Karya Jaya 

Parakawan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 

tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan sesuai SK 

Menhut No.: SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 

2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 

Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 

Atas Nama PT KJP 

8. 2.2.1.b.  

Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam 

pada areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman 

industri 

N/A PT. Karya Jaya Parakawan merupakan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang 

menerapkan sistem silvikultur TPTI dan tidak 

melakukan penebangan atau pemanenan  untuk 

penyiapan lahan HTI  

 

PRINSIP 3. 

Indikator 3.1.1.  Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang 

dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

9. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M Terdapat dokumen LHP selama Periode Audit 

sebanyak 27.759 Btg 36.731,08 M3 dan hasil Uji Petik 

lacak balak kayu dapat dilacak sampai ke tunggul dan 

Nomor batang dapat dijumpai di lapangan/TPK Hutan 

sesuai dokumen 

Dokumen LHP diterbitkan secara SIPUHH Online oleh 

Ganis PHPL PKB atas nama Rasiman dengan Register 

Nomor 01881-13/PKB-R/XXXIV/2016. 
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Indikator 3.1.2.  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan 

surat keterangan sahnya hasil hutan 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

10. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer 

dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

c) TPK Antara ke industry 

primer hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

M Terdapat SK Direksi PT. KJP tentang penetapan TPK 

Hutan dan TPK Antara sebagai simpul Tata Usaha Kayu 

PT. KJP dan penerbitan SKSHHK secara SIPUHH 

Online 

Rekap SKSHHK dari TPK Hutan menuju  TPK Antara 

Labion selama Periode Audit sebanyak 363 Set  

SKSHHK terdiri dari 27.417 Batang 36.591,47 M3 dan 

dokumen DKDS sebanyak 192 Btg volume 73,58 M3 

serta 150 Btg volume 66,83 M3 

Rekap SKSHHK dari TPK Antara Labion menuju 

Industri selama Periode Audit sebanyak 6 Set SKSHHK 

terdiri dari 25.963 Batang 34.553,65 M3.  

Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB 

Penerbit SKSHHK PT. Karya Jaya Parakawan atas 

nama H. Apendi Diningrat B.Sc.F. Register Nomor 

00172-13/PKB-R/XXXIV/2011. 

Penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan dilakukan dengan mekanisme SIPUHH Online 

sesuai dengan ketentuan 

 

Indikator 3.1.3.  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-

HA. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

11. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode 
pada kayu bulat  dari pemegang 
IUPHHK-HA bisa dilacak balak 

M Hasil pengecekan lapangan pada batang kayu terdapat 

label barcode warna kuning hasil SIPUHH Online dan 

dapat dibaca dengan barcode scanner. 

Label plastik warna merah yang terdapat di bontos 

menjelaskan identitas kayu bulat berupa nomor batang.  

Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal usul 

kayu pada SKSHHK dan LHP serta tunggul di 

lapangan. 

12. 3.1.3.b. 

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M Pengecekan pada sistem SIPUHH Online untuk 

mengetahui dan melacak keberadaan kayu dapat 

dilakukan karena sudah terdapat penerapan sistem 

Tata Usaha Kayu yang benar sesuai dengan ketentuan 

dan kayu dapat dilacak balak sampai ke tunggul dan 

diterapkan secara konsisten 

Terdapat pemahaman yang dimiliki oleh petugas Ganis 

PKB di lapangan tentang penerapan identitas kayu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Indikator 3.1.4.  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan 

kayu ke luar TPK 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

13. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri 
Daftar Hasil Hutan (DHH) 
untuk hutan alam, dan arsip 
FAKB dan lampirannya 
untuk hutan tanaman 

 

M Rekap SKSHHK dari TPK Hutan menuju  TPK Antara Labion 

selama Periode Audit sebanyak 363 Set  SKSHHK terdiri dari 

27.417 Batang 36.591,47 M3 dan dokumen DKDS sebanyak 192 

Btg volume 73,58 M3 serta 150 Btg volume 66,83 M3 

Rekap SKSHHK dari TPK Antara Labion menuju Industri selama 

Periode Audit sebanyak 6 Set SKSHHK terdiri dari 25.963 Batang 

34.553,65 M3.  

Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB Penerbit 

SKSHHK PT. Karya Jaya Parakawan atas nama H. Apendi Diningrat 

B.Sc.F. Register Nomor 00172-13/PKB-R/XXXIV/2011. 

Dokumen SKSHHK PT. KJP lengkap dan sah diterbitkan oleh 

Petugas yang berwenang sesuai ketentuan. 

 

Indikator 3.2.1.  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi 

(DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

14. 3.2.1.a. 

Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) DR 
dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

M Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan 

melalui sistem SI PNBP SIMPONI.  

Total SPP yang diterbitkan selama Periode Penilaian sbb.: 

SPP DR sebesar US$ 500.303,41  

SPP PSDH sebesar Rp 1.806.029.970,00 

15. 3.2.1.b. 

Bukti setor DR dan atau 
PSDH 

M Terdapat dokumen bukti setor pada Bank Mandiri Cabang Tarakan 

Yos Sudarso untuk penyetoran DR dan/atau PSDH sesuai tagihan 

SPP. Pembayaran dilakukan dengan transfer sesuai dengan kode 

billing SI PNBP-nya. 

Total pembayaran yang dilakukan selama penilaian sbb.: 

Bukti Setor DR sebesar US$ 500.303,41  

Bukti Setor PSDH sebesar Rp 1.806.029.970,00 

16. 3.2.1.c. 

Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian 

tarif PSDH untuk kayu hutan 

tanaman. 

M Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH sesuai dengan 

ketentuan tariff yang berlaku untuk wilayah Kalimantan dengan 

jenis dan volume atau ukuran yang ada. 

- P.68/Menhut-II/2014 

- PP No 12 Tahun 2014 
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Indikator 3.3.1.  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar 

(PKAPT). 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

17. 3.3.1.. 

Dokumen PKAPT 

M PT Karya Jaya Parakawan  telah memiliki dokumen 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau 

Terdaftar (PKAPT) No. 17.09.1.02493 dan masa berlaku 

sampai dengan 9 Juli 2020 

Indikator 3.3.2.  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal 

yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

18. 3.3.2. 

Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

M Terdapat dokumen kapal yang digunakan untuk 

menarik kayu berbendera Indonesia sbb. : 

1. TB Lee Ling 8 dan TK Lee Ling 9  

2. TB Brawijaya III dan TK Soluna 6  

3. TB Prasetya 12 dan TK Prasetya 15  

4. TB Pulman 01 dan TK Riam Mas 1  

Seluruh kapal yang digunakan berbendera Indonesia 

Indikator 3.4.1.  Implementasi Tanda V-Legal. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

19. 3.4.1. 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M Hasil verifikasi atas dokumen SKSHHK yang diterbitkan 

dan pada kayu bulat terdapat Logo Tanda V-Legal 

dengan mencantumkan Nomor sertifikat VLK : 064-

SVLK-010-IDN.01.15 sesuai dengan ketentuan. 
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PRINSIP 4. 

Indikator 4.1.1.  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah 

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 

kerjanya. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

20. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

 

M PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Amdal 

yang lengkap berupa Laporan Utama, RKL dan RPL 

yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua 

Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan No. 035/MENHUTBUN-II/2001 

Indikator 4.1.2.  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL 

yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 

lingkungan dan menyediakan manfaat sosial  

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

21. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT. KJP memiliki dokumen RKL dan RPL sesuai dengan 

prakiraan dampak penting yang ada dalam laporan 

utama. Dokumen RKL dan RPL telah disahkan oleh 

Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 

035/MENHUTBUN-II/2001 

22. 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial 

M PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Rencana 

Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) dan laporan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan tahun 2016 yang telah dibuat 

sesuai dengan rencana dan dampak penting yang 

terjadi 

PRINSIP 5. 

Indikator 5.1.1.  Prosedur dan implementasi K3 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

23. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SOP 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan 

dokumen SOP Nomor OPS1/KJP/13/03/16 Revisi ke-1 

dengan Nomor Referensi OPS/KJP/012. 

Dalam SOP tersebut terdapat personil yang 

bertanggungjawab tentang terselenggaranya K3 yaitu 

Camp Manager yang bertanggungjawab atas 

tersusunnya dan pelaksanaan program K3 di seluruh 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

lini operasional pengelolaan hutan. 

24. 5.1.1.b.  
Ketersediaan Peralatan K3 

M Verifikasi dilakukan terhadap keberadaan peralatan K3 

dan terdapat peralatan K3 seperti APAR dan kotak P3K 

pada bangunan mess, dapur, gudang dan kantor serta 

bengkel. 

Terdapat APD berupa helm, sepatu boots, yang 

dibagikan kepada karyawan  

Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan dan 

lahan yang standby di Base Camp Labion. 

5. 5.1.1.c.  
Catatan Kecelakaan Kerja 

M PT. Karya Jaya Parakawan memiliki catatan kecelakaan 

kerja yang dilaporkan secara bulanan dan upaya 

menekan tingkat kecelakaan di tempat kerja. 

Terdapat BAP kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 

05 Maret 2017 berupa kejatuhan ranting pohon pada 

bagian pelipis dan bahu serta pinggang pada saat 

helper operator chainsaw melakukan pekerjaan di 

lokasi kerja yang mengakibatkan korban mengalami 

cedera  dan telah  ditangani dengan baik 

Indikator 5.2.1.  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

26. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 
perusahaan (auditee) yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat dalam 
kegiatan serikat pekerja 

M Karyawan PT. Karya Jaya Parakawan tidak memiliki 

serikat pekerja, namun terdapat bukti bahwa pihak 

perusahaan memberikan kebebasan kepada karwawan 

untuk dapat berserikat dan berkumpul serta 

memperhatikan hak dan kewajiban setiap karyawan 

yaitu Surat Pernyataan Direktur PT Karya Jaya 

Parakawan tanggal 12 Februari 2016 yang memberikan 

kebebasan kepada karyawan PT. KJP untuk 

membentuk serikat pekerja 

 

Indikator 5.2.2.  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 

Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

27. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB 

atau PP 

M PT. KJP telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan 

dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Nomor 

400/Kep.161/DSTK-HS tanggal 23 Desember 2013 dan 



 
 

Page 47 of 48 
 

Form. FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

saat ini sedang dalam proses pengurusan 

perpanjangan/pengesahan kembali untuk SK Kepala 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan sesuai 

dengan tanda terima dokumen tanggal 22 Februari 

2017 dari instansi tersebut.  

 

 

Indikator 5.2.3.  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

28. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah 

umur 

M Berdasarkan verifikasi dokumen daftar tenaga kerja 

maka diketahui bahwa PT. Karya Jaya Parakawan tidak 

memiliki karyawan dan pekerja di bawah umur. 

Karyawan termuda tercatat atas nama Supardi yang 

lahir pada tanggal 13 November 1997 dan masuk 

bekerja pada tanggal 16 Januari 2017 pada saat yang 

bersangkutan berusia 19 tahun 2 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






